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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan,
pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri
(Persero) Thk Cabang Medan Ahmad Yani. Jenis Penelitian ini adalah penelitian
deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan,
mengintepretasikan, dan menganilisis data sehingga memberikan gambaran yang
lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini
yaitu Karyawan PT Bank Mandiri(Persero)Tbk Cabang Ahmad Yani Medan.
Sample pada penelitian ini adalah karyawan PT Bank Mandiri(Persero)Tbk
sebanyak 6 orang. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data
SPT Pajak Penghasilan karyawan. Teknik Pengumpulan Data menggunakan
metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, pemotongan dan
penyetoran pajak PPh pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan
namun masih ada perhitungan yang sulit untuk dipahami oleh pembaca dari SPT
PPh Pasal 21.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak PPh Pasal 21
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether the application of the
calculation, deduction, deposit and tax reporting of Article 21 income tax at PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Branch Ahmad Yani. This type of research is
descriptive research that is a study conducted by collecting, interpreting, and
analyzing data so as to provide a complete picture in order to answer the research
problem. The population in this study are employees of PT Bank Mandiri (Persero)
Tbhk Ahmad Yani Branch Medan. The sample in this study were 6 employees of PT
Bank Mandiri (Persero) Thk. Source of data used is secondary data, namely
employee income tax returns. Data collection techniques using the documentation
method. The data analysis technique uses descriptive analysis. The results of this
study indicate that the application of the calculation, deduction and deposit of
Article 21 income tax is in accordance with the Taxation Law but there are still
calculations that are difficult to understand by readers of the Income Tax Article
21.

Keywords: Article 21 Income, Calculation, Withholding, Payment and Article
21 Income Tax Reporting
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap Orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan
dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam
sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan
tempat karyawan tersebut bekerja. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah
Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan
pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena
perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap
karyawannya. Banyak peraturan — peraturan yang dikembangkan dan dikaji
setiap waktunya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah
untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib
pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu
pemerintah mengeluarkan Undang — Undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun
1993, Undang — Undang Pajak Penghasialn No.10 Tahun 1994, Undang —
Undang pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000. Terakhir Undang — Undang
Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang kini melalui Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 101 — PMK.010-2016 dilakukan penyesuaian besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Setiap Orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan
dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam

sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan
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tempat karyawan tersebut bekerja. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah
Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan
pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena
perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap
karyawannya.

Perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan perhitungan
atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam
peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Pemotongan pajak penghasilan
dilakukan sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas
penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Penyetoran pajak
dilakukan dalam satu masa atau satu tahun dan dapat dilakukan di Bank yang
telah ditunjuk oleh Pemerintah yang dimana akan diberikan bukti tanda
pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan,
maka dilakukanlah pelaporan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat
perusahaan tersebut didaftarkan.

Sejak tanggal 2 Januari 2003, mulai berlaku Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No0.70/KMK.03/2003 tentang Pajak
Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan
sebesar Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK). Dalam keputusan ini, ditetapkan tentang adanya
PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Sehingga PPh 21 yang wajib
dipotong atas penghasilan yang diterima karyawan adalah sebesar Pajak
Penghasilan yang terutang dikurangi dengan pajak penghasilan yang

ditanggung oleh pemerintah.
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Ada 3(tiga) metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam hal
menerapkan pemungutan PPh pasal 21 karyawan “Metode pertama, besarnya
PPh pasal 21 dapat dipotong langsung dari gaji yang diterima oleh karyawan.
Metode kedua yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan tunjangan
tambahan yang berupa Tunjangan Pajak. Tunjangan Pajak yang diberikan
akan menambah Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan. Sedangkan
metode yang ketiga adalah dengan memberikan tambahan pada penghasilan
bruto karyawan sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan. Metode ini
sering dikenal dengan sebutan metode Gross Up (Sumarsono,2014).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas perbankan memiliki
peran yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan serta perkembangan
ekonomi nasional, yang mana hal itu menjadi sumber terciptanya pondasi
atau dasar penerimaan pajak,maka peneliti memutuskan mengajukan
penelitian dengan judul ”Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pada PT
Bank Mandiri(Persero)Tbk”.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme
atau cara pelaksanaan penerapan perhitungan dan pemotongan pajak
Penghasilan Pasal 21 terhadap karyawan tetap dan karyawan kriya
(outcourching) yang bekerja pada PT Bank Mandiri(Persero)Tbk Cabang

Medan Ahmad Yani.
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1.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah
penelitian ini adalah Apakah Penerapan Perhitungan,Pemotongan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Bank
Mandiri(Persero)Tbk Medan sudah sesuai denganUndang — Undang
Perpajakan?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerapan
Perhitungan,Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21
menurut PT Bank Mandiri(Persero)Tbk Medan dengan Perhitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21 menurut Undang — Undang Perpajakan.
15  Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti
selanjutnya di masa mendatang dan dapat terus dikembangkan ilmu — ilmu
yang terkandung didalam nya sehingga bermanfaat bagi individu sehingga
bermanfaat bagi individu maupun semua lapisan masyarakat.
2. Bagi Perusahaan
Diharapkan penelitian ini menjadi suatu gambaran serta evaluasi
atas tanggung jawab perusahaan sebagai pihak pemotong berkenaan hal
penerapan perhitungan, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas

karyawan di bawah perusahaan.
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3. Bagi Peneliti Lain
Diharapkan dapat menambah wawasan penelitian aspek — aspek

perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.
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BAB |1

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21
2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:31), beberapa definisi pajak dikemukakan
oleh beberapa ahli, yaitu:

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang
(yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukan, dana yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum ( Rochmat Soemitro ).

Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian untuk
menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan
sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan
pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara
secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”
(Dajadiningrat)

Pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepada penguasa (menurut norma — norma yang ditetapkannya secara umum),
tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk meutup
pengeluaran-pengeluaran umum (N. J. Feldmann).

2.1.2 Fungsi Pajak
Menurut Waluyo (2011:12), pajak mempunyai beberapa fungsi , yaitu:
1. Fungsi Anggaran (Budgetair) : Fungsi budgetair disebut juga sebagai

fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi

dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara
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optimal ke kas negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang
berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara
historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber
pembiayaan negara yang terbesar.

2. Sebagai Alat Pengatur (Regulerend) : Fungsi ini mempunyai
pengertian yang berarti bahwa pajak dapat disajikan sebagai instrumen
untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah
berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri,
pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau
bea masuk atas kegiatan impor komoditas tertentu.

3. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas : Pemerintah dapat menggunakan
sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagian barang-barang
impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk
menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit
perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan
kebijakan penggunaan PPnBm terhadap impor produk tertentu yang
bersifat mewah.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan : Pemerintah membutuhkan dana untuk
membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan.
Kebutuhan akan dana itu dapat terpenuhi melalui pajak yang hanya
dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun
demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan

oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.
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2.1.3 Jenis Pajak

Jenis Pajak banyak ragamnya, keragaman ini tergantung dari sisi
mana kita melihatnya, pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang
menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan sifatnya.

a. Jenis-jenis Pajak Berdasarkan Pihak Yang Menanggung
Berdasarkan pihak yang menaggung pajak dibedakan atas pajak
langsung dan pajak tidak langsung.

Pajak Langsung (Direct Tax) : Pajak langsung adalah pajak yang
dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha
berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib
pajak. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax): Pajak tidak langsung
adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan
pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada
pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penjualan dan Cukai. Pada pajak penjualan dan cukai yang
memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

b. Jenis-jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut
Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut pajak dibedakan atas
pajak negara (pemerintah pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah).
Pajak Negara : Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya

dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara
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adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari
pajak penjualan atas barang mewah.
Pajak Daerah : Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh
pemerintah daerah baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah
daerah tingkat Il. Pajak daerah digunakan pemerintah daerah untuk
membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak
pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak
bermotor, dan pajak hiburan.

c. Jenis-jenis Berdasarkan Sifatnya
Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak
objektif.
Pajak Subjektif : Pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak).
Contohnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan.
Pajak Objektif : Pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa
memperhatikan wajib pajak. Contoh pajak penjualan dan cukai.

2.1.4 Manfaat Pajak Bagi Perekonomian Negara

1. Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan
membiayaipengeluaran negara yang bersifat self liquiditing, contohnya
pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.

2. Membiayai Pengeluaran  Produktif. Pajak dapat membiayai
pengeluaran-pengeluaran produktif, dimana pengeluaran produktif
adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi

masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
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3. Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquiditing dan tidak
reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian
monumen dan objek rekreasi.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Pawoko (2007) terdapat 3 sitem pemungutan pajak yaitu :

1. Official Assesment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam
official assesment system wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak
timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System
Sistem pemungutan pajak yang memeberi wewenang kepada wajib pajak
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam self
assesmentsystem wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung,
menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus
tidak ikut campur, hanya mengawasi.

3. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang hak kepada pihak
ketiga(bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh si wajib pajak.
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2.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 2

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam
UU PPh Pasal 21.

Pemotong PPh adalah Wajib Pajak orang pribadi dan atau Wajib pajak
badan termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk
melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21 dan pasal 26 Undang-undang PPh. Dasar pengenaan pajak
penghasilan pasal 21 adalah Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun
2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak
Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Adapun perbedaan dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya
adalahpeneliti melakukan riset terhadap pajak penghasilan yang mengacu
pada Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 yang kini melalui
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dilakukan
penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Adapun
penyesuaian PTKP yang mulai diberlakukan per 27 Juni 2016.

Tabel 11.1
Tabel PTKP
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Sumber :Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016

Penghasilan Tidak Kena Pajak
STATUS | PTKP SETAHUN | PTKP SEBULAN | PTKP SEHARI
TK.0 Rp. 54.000.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 150.000,-
TK.1 Rp. 58.500.000,- Rp. 4.875.000,- Rp. 162.500,-
TK.2 Rp. 63.000.000,- Rp. 5.250.000,- Rp. 175.000,-
TK.3 Rp. 67.500.000,- Rp. 5.625.000,- Rp. 187.500,-
K.0 Rp. 58.500.000,- Rp. 4.875.000,- Rp. 162.500,-
K.1 Rp. 63.000.000,- Rp. 5.250.000,- Rp. 175.000,-
K.2 Rp. 67.500.000,- Rp. 5.625.000,- Rp. 187.500,-
K.3 Rp. 72.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 200.000,-

Pemerintah menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) menjadi Rp.54.000.000,- dari sebelumnya Rp.36.000.000,- setahun.
Artinya bagi Wajib Pajak yang berstatus Tidak Kawin dan tidak ada
tanggungan (TK/0) dengan pemnghasilan Rp.4.500.000,- per bulan tidak
dikenakan Pajak Penghasilan Batasan PTKP tersebut berlaku mulai tahun
pajak 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan vyaitu PMK
N0.101/PMK.010/2016 dan PMK No0.102/PMK.010/2016 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tanggal 22 Juni 2016
menggantikan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK

122/PMK.010/2015.

2.1.7 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21
Seperti yang kita ketahui mulai bulan Juni 2016, Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang
berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan Jumlah PTKP-nya
sebesar Rp. 54.000.000,- atau setara dengan Rp. 4.500.000,- per bulan.
Dengan adanya perubahan itu, tata cara perhitungan PPh 21 juga mengalami

perubahan.
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Dalam aturan baru tersebut, yang berkewajiban melakukan
pemotongan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang
kas pemerintah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan dan pensiun, badan
penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan — badan lainnya yang
membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua; orang pribadi
yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas serta yang membayar
honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan
penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat
nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya
yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar hononarium, hadiah atau
penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi
berkenaan dengan suatu kegiatan.

Secara umum perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Penghasilan Bersih Per bulan XXXX

Peghasilan Bersih di setahunkan XxXXX (x 12 Bulan')

PTKP XXXX (=)

Penghasilan Kena Pajak XXXX

PPh Terutang setahun XxxXx ( x tarif PPh 21)

PPh Terutang per bulan xXxxx (+ 12 bulan)
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2.1.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tabel 11.2
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang
No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 1(a) Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Rp. 0,- s/d Rp 50.000.000,- 5%
Rp 50.000.000,- s/d Rp 15%
250.000.000,-
Rp 250.000.000,- s/d Rp 25%
500.000.000,-
Rp 500.000.000,- 30%

Sumber : Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008

2.1.9 Batas Waktu Pembayaran
Batas waktu pembayaran atau penyetoran diatur sebagai berikut :
a. Batas Waktu Pembayaran Masa:

Tabel I1.1.1X
Batas Waktu Pembayaran Masa

No. | Jenis Pajak Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran

Paling lambat tanggal 10 bulan takwim (tahun
1 [PPh pasal 21 kalender 1 Januari s/d 31 Desember)

berikutnya setelah masa pajak berakhir

Harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak
2 |PPhpasal 21-impor |bersamaan  dengan  pembayaran  Bea

Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau
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ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian

dokuman impor

b. Kekurangan pajak berdasar SPT (PPh pasal 29). Harus dibayar lunas
selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pajak berakhir

c. STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Pembetulan Kesalahan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah. Harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan
sejak diterbitkannya surat-surat tersebut. Dalam hal tanggal pembayaran
atau penyetoran jatuh pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran
harus dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan
tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat
jatuhn tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak
yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal
jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya
surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan. KUP: pasal 19 ayat (1).

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% sebulan, dan bagian dari

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. KUP: pasal 19 ayat (2).
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Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat
Pemberitahuan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang
sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut
dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya
kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan
pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung sebulan penuh. KUP:
pasal 19 ayat (3).

2.1.10 Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan

untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. KUP: Pasal 1, angka
11.

2.1.10.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh:

a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;

b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan
pajak lain dalam satu tahun pajak;

c. Untuk melaporkan pembayaran pemotongan atau pemungut tentang

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain
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dalam masa pajak yang ditentukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak
a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah PPN dan PPn-BM yang seharusnya terutang;
b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak
Keluaran;
c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain
dalam satu Masa Pajak yang telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak :

Sabagai sarana untuk malaporkan dan mempertanggungjawabkan

pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya
2.1.10.2 Kewajiban terhadap SPT

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan
benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan
huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta
menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur

Jendral Pajak. KUP : Pasal 3 ayat (1)
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2.1.11Hak-Hak Wajib Pajak
Setiap pemotong Pajak Penghasilan wajib mengisi dan
menyampaikan SPT masa dan SPT tahunan. Hak dan kewajiban pemotong
pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh
21 dalam satu bulan takwim dengan PPh 21 yang terutang pada bulan
berikutnya pada takwim bersangkutan.

2. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada
SPT tahunan pada SPT terutang untuk bulan pada waktu dilakukan
perhitungan tahunan dan jika masih ada sisa kelebihan, maka
diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

3. Pemotong pajak berhak membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri
dengan menyelesaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun
sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau tahun
pajak dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan
pemeriksaan.

4. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada
Direktur Jendral Pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar,
surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar,
surat ketetapan pajak nihil kurang bayar.

5. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis
dalam alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap
keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jendral

Pajak. Permohonan banding ini dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan
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sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan
tersebut.

6. Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan
permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan
Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat lambatnya
tanggal 31 Maret tahun takwin berikutnya dengan menggunakan formulir
yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak disertai surat pernyataan
mengenai perhitungan sementara Pph 21 yang terutang dan bukti
pelunasan kekurangan pembayaran Pph 21 yang terutang untuk tahun
takwim yang bersangkutan.

7. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan
pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Kewajiban sebagai
pemotong pajak berlaku juga terhadap Organisasi Internasional yang
tidak dikecualikan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

8. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan
dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor
pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.

9. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan PPh 21
yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau
Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktorat
Jendral Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim

berikutnya.
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10. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut, sekalipun nihil
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ke kantor
pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat selambatnya
pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Apabila dalam suau bulan
takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh 21, maka kelebihan tersebut
dapat diperhitungkan dengan PPh 21 yang terutang dalam bulan
berikutnya dalam bulan takwim yang bersangkutan.

11. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh 21 baik
diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada
orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerimaan uang tembusan
pensiun, penerimaan jaminan hari tua, penerimaan uang pesangon, dan
penerimaan dan pensiun.

12. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh 21 tahunan
kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dengan
menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak
dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila pegawai
tetap berhenti atau pensiun pada bagian tahun takwim maka bukti
pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan
setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

13. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak
berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh 21 yang terutang oleh
pegawai tetap dan penerimaan pensiun bulanan menurut tarif yang

berlaku.
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14. Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan
menyampaikan SPT tahunan PPh 21 ke kantor pelayanan pajak terdaftar
atau kantor penyuluhan pajak setempat. Surat pemberitahuan tahunan
PPh 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun
takwim berikutnya. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi pemotong pajak
yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.

15. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh 21 yang terutang
apabila jumlah PPh 21 yang terutang dalam 1 takwim lebih besar
daripada PPh 21 yang disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan
sebelum penyampaian SPT tahunan PPh 21 selambat-lambatnya pada
tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.

16. Pemotongan pajak wajib melampirkan SPT tahunan PPh 21 dengan
lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT tahunan PPh 21
untuk tahun pajak yang bersangkutan.

2.1.12 Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal
21
Kewajiban dari wajib pajak yang peghasilannya dipotong PPh pasal

21 adalah:

1. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk
mendapatkan pengurangan PTKP, penerimaan penghasilan harus
menyerahkan surat pernyatan kepada pemotongan pajak yang
menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun

takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.
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2. Penerimaan penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti
pemotongan PPh pasal 21 kepada:
a.  Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang berangkutan
pindah tugas.
b.  Pemotongan pajak tempat bekerja yang baru dalam hal yang
bersangkutan pindah kerja.
c.  Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai
menerima dalam tahun berjalan.
2.1.13Wewenang dan Kewajiban Aparat Perpajakan
Wewenang aparat perpajakan diantaranya adalah :
1. Wewenang Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Dalam jangka waktu 5 tahun setelah terhutangnya pajak, atau
berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, direktur Jenderal Pajak
dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal
sebagai berikut:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar.

b. Apabilasurat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dan setelah ditegur
secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran.

c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
mengenai ppn dan ppn-bm ternyata tidak segera dikompensasikan

selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 %.
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d. Apabila kewajiban sebagaiman dimaksud dalam pasal 28 dan 29
tidak terpenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang
terhutang. KUP : pasal ayat 13 ayat (1).

Direkturat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat
terhutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan
jumlah pajak yang terhutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam
rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar Tambahan. KUP : Pasal
15 ayat (1).Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sangsi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100 % dan jumlah kekurangan pajak tersebut. KUP : Pasal
15 ayat (2).

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur
Jenderal Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan
Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pengembalian Pandahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat
Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya tedapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. KUP Pasal 16 ayat
(D).

2. Wewenang Menerbitkan Surat Tagihan Pajak
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Direkturat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak

apabila :

a. Pajak penghasilan tidak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat
salah tulis atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga;

d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
tetapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi
tidak tepat waktu;

e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha yang kena
pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap;

f. Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai
dengan masa penerbitan faktur pajak.

g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan
pengembalian Pajak Masukan.

3. Wewenang Melakukan Penagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Putusan Banding,

serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak

yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.
Tindakan pelaksanaan pajak yang terhutang sebagaimana tercantum

dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan, Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan
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jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar,
setelah lewat jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan.
Tindakan pelaksanaan penagihan sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 1 diawali dengan mengeluarkan surat teguran oleh Kepala
Kantor Pelayanan Pajak setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2.2 Perhitungan PPh Pasal 21
1. Pegawai Tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki

NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam satu

tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh

dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP), PKP dihitung
berdasarkan sebagai berikut:

a. Pegawai Tetap : Penghasilan bruto dikurang biaya jabatan (5% dari
penghasilan bruto, maksimum Rp. 6.000.000,- setahun atau
Rp.500.000,- sebulan) dikurangi iuran pensiun, luran Jaminan Hari
Tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

b. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan Bruto dikurangi biaya Pensiun
(5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp.2.400.000,- setahun atau
Rp.200.000,- sebulan) dikurangi PTKP.

c. Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan
berkesinambungan : 50% dari Penghasilan Bruto dikurangi PTKP
perbulan.

2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghsilan dikenakan

tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah
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penghasilan  bruto setiap pembayaran imbalan yang tidak

berkesinambungan.

3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan

tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto
untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.

. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang dan calon pegawai yang
besarnya melebihi Rp. 150.000,- sehari tetapi dalam satu bulan takwim
jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,- dan atau tidak dibayarkan secara
bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan
menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp.
150.000,-. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.
1.320.000,-, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari
adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan

yang bersangkutan.

5. Pejabatn Negara, PNS , anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium

dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau
keuangan daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan
bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol lid

kebawah, TNI/POLRI Peltu Kebawah/ Ajun Insp/Tingkat | Kebawah.

2.3 Pemotongan PPh Pasal 21
1. Pemberi Kerja yang terdiri dari:

a. Orang Pribadi dan Badan
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b. Cabang, Perwakilan atau Unit, dalam hal yang melakukan
sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran
gaji, upah dan honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya.
3. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
4. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan
badan-badan lain.
5. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta
badan yang melakukan pembayaran sehubung dengan penyerahan jasa.
6. Penyelenggara kegiatan
7. Kantor Perwakilan Negara Asing
8. Pemberi Kerja Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan Usaha atau
pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk
melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
2.4 Pelaporan PPh Pasal 21
Pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan seperti berikut:
a. Pemberi kerja membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 untuk
masing — masing penerima upah
b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas Upah diterima Oleh Pegawai
yang menerima penghasilan
c. Setelah menerima Bukti Potong, pemberi kerja akan membuat
daftar Bukti Potong.

d. Memasukkan data kedalam SPT Induk PPh Pasal 21
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e. Selanjutnya membuat SSP PPh Pasal 21 atas pemotongan yang
Final dan Tidak Final

f. Pemotong PPh Pasal 21 menyetorkan Pajak Penghasilan atas
Penerima Kerja ke Bank Persepso/Kantor Pos, dan akan menerima
bukti atas pembayaran pajak tersebut. (www.djp.go.id)

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 11.3
Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian Judul Hasil
Najiyullah, Analisis Penerapan Terdapat perbedaan
Ahmad Penghitungan, Pemotongan, perhitungan antara
(2011) Penyetoran Dan Pelaporan PPh | perhitungan perusahaan
Pasal 21 pada PT. Hikerta dengan peneliti.
Pratama
Ayu Puspita, Dian | Analisis Penghitungan, Dalam hal pelaporan
(2012) Pemotongan, Penyetoran Dan masih ada kekurangan
Pelaporan PPh 21 di PT. dikarenakan , adanya
Surabaya Inn Berkarya keterlambatan
pelaporan PPh 21 pada
bulan Januari hingga
Oktober.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/18/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)



Yohanes Chandra | Analisis Penghitungan, Dalam hal
(2014) Pemotongan dan Pelaporan PPh | penghitungan dan
21 Karyawan dan PPN pada PD. | pemotongan PPh pasal
Karunia di Jawa Timur 21 masih  terdapat
kekurangan, sedangkan
dalam  penghitungan
PPN  sudah  sesuai

dengan Undang-undang

Perpajakan.
Maharani, Annisa | Analisis Penerapan, Perhitungan | Adanya selisih
(2017) dan Pemotongan PPh Pasal 21 perhitungan dan

pada Rumah Sakit Putri Hijau pemotogan PPh 21 yang
TK 1l Medan dilakukan dikarenakan
perhitungan Rumah
Sakit tidak tepat dalam
menentukan bruto /

netto.

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Najiyullah
(2011) yang berjudul “Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan,
Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Hikerta Pratama” dengan
metode deskriptif analitis menyatakan bahwa dalam melakukan
penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai terdapat perbedaan

perhitungan antara perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan
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perhitungan oleh peneliti yang mengacu pada Undang-undang PPh No. 36
Tahun 2008 . Hal tersebut dikarenakan perusahaan tidak memasukkan uang
lembur yang diterima karyawan setiap bulannya sebagai penambah
penghasilan bruto.

Menurut Puspita (2012) yang melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh 21 di
PT. Surabaya Inn Berkarya” menyatakan bahwa penghitungan, pemotongan
dan penyetoran yang dilakukan oleh perusahaan sudah benar hanya saja
dalam hal pelaporan masih ada kekurangan karena adanya keterlambatan
pelaporan PPh 21 pada bulan Januari hingga Oktober. Pada penelitian ini
peneliti menggunakan teknik wawancara sehingga diperoleh informasi yang
menjadi dasar keterlambatan pelaporan tersebut disebabkan karena adanya
masalah dalam internal perusahaan sehingga yang bertanggung jawab akan
hal pelaporan pajak tidak dapat berkerja dengan begitu optimal

Pada 2014, hasil penelitian yang dilakukan oleh Chandra yang
berjudul “Analisis Penghitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 21
Karyawan dan PPN pada PD. Karunia di Jawa Timur” menunjukkan bahwa
dalam penghitungan dan pemotongan PPh 21 masih terdapat kekurangan
dikarenakan laporan profil status karyawan tidak di update sehingga pada
beberapa karyawan terjadi perbedaan jumlah PTKP yang pada akhirnya juga
mempengaruhi perhitungan, sedangkan dalam penghitungan PPN sudah

sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
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2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka Berfikir di bawah menggambarkan bahwa dalam hal ini
PT Bank Mandiri(Persero)Tbk Medan memiliki karyawan yang sudah pasti
memiliki penghasilan juga. Hal itulah yang menjadi dasar Pemotongan Pajak
Penghasilan dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan oleh
institusi tersebut, dari hasil perhitungan menurut institusi itulah Pemotongan
Pajak Penghasilan pada karyawan dilakukan.

Dalam penelitian ini menjabarkan Klarifikasi permasalahan untuk
melihat bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh
Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak pada PT Bank Mandiri(Persero) Thk
Medan dengan membandingkan perhitungan sesuai ketetapan Undang-
Undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan
terjadinya perbedaan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh wajib
pajak pada PT Bank Mandiri(Persero)Tbhk Medan dan perhitungan dengan

ketentuan Peraturan Undang-Undang Perpajakan.

Daftar Gaji karyawan PT Bank
Mandiri(Persero) Thk

A 4

Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak

Penghasilan
Pasal 21 PT Bank Mandiri(Persero)Tbk

Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang —

Undang

Gambar 11.4
Kerangka Konseptual
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:29),
penelitian deskriptif adalah “Metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan
atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample
yang telah terkumpul sebagaimana adanya”. Yaitu mengetahui apakah
terdapat perbedaan perhitungan Pajak PPh 21 yang dilakukan oleh
Perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan.

3.1.2  Lokasi Penelitian

Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan
pada Kantor Cabang PT Bank Mandiri (Persero) Thk yang berlokasi di JL
Ahmad Yani No 109 Medan beserta kantor cabang pembantu lainnya
dibawah Area Medan Balai Kota.

3.1.3 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini diperkirakan mulai dari bulan
Desember 2018 sampai dengan November 2019. Rincian penelitian dapat

dilihat pada tabel I11-1 berikut:
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Tabel 111.1.3
Rencana Waktu Penelitian

Kegiatan Desember
Pengumpulan
Data
Bimbingan
Proposal
Seminar
Proposal
Revisi
Proposal
Seminar
Hasil
Penyiapan
Berkas
Sidang Meja
Hijau

Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus

3.2 Populasi dan Sample
3.21 Populasi
Menurut Sugiyono (2003:90), menyatakan bahwa pengertian
populasi yaitu “Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dam keudian
ditarik kesimpulannya.”
Populasi penelitian ini adalah:
Jumlah pegawai PT Bank Mandiri(Persero) Tbk sebanyak 46 orang
3.22 Sample
Menurut Sugiyono (2003:91), “Sample adalah bagian dari jumlah
dan karateristik yang dimiliki oleh populasi”
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampel
merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti dan benar-benar

diselidiki. Sample pada penelitian ini adalah:
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Pegawai PT Bank Mandiri (Persero)Tbk sejumlah 6 orang yang

terdiri dari TK/0, K/0, K/2 dan K/3.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kuantitatif yaitu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis,
terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain
penelitiannya (Sugiyono:2009).

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder,
dimana data yang diperoleh adalah data yang sudah diolah oleh bagian
keuangan perusahaan.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data
kepada peneliti, misalnya peneliti harus melalui orang lain mencari melalui
dokumen (Sugiyono:2009). Data ini diperoleh dengan menggunakan studi
literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan
catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti

mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

3.3.3  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan
cara dokumentasi. Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan
data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun

kelembagaan. Pada umumnya, data yang diperoleh dengan cara dokumentasi
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masih sangat mentah, bahkan kadang sulit dipahami apa maksud yang
terkandung dalam penelitian tersebut. Untuk itu, peneliti harus mengatur
sistematika data tersebut sedeikian rupa dan meminta informasi lebih lanjut
kepada pengumpulan data pertama. (Anwar Sanusi, 2012, hal 114)

Menurut Sanusi (2011:105)pengertian teknik dokumentasi yaitu:
“Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dari tempat penelitian yaitu
meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, lapran kegiatan, foto-
foto, film dikumenter dan data-data dari penelitian terdahulu yang relevan
dengan masalah tujuan penelitian. Metode dokumentasi biasanya sebagai
penunjang metode lain untuk memperoleh data tambahan yang terkait dengan
data utama.”

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak
Orang Pribadi yang Gajinya dipotong oleh Perusahaan sebagai Objek pajak
PPh Pasal 21 yang pemotongannya sesuai dengan Undang-Undang
Perpajakan tahun 2016.

3.3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu Merupakan
metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi
objek sesuai dengan apa adanya (Sukardi:2004 )

Menurut Sanusi (2012:115) “ Teknik analisis dekskriptif adalah
“Metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara
mendekripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana
adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum.”

Dalam penelitian ini, penulis melihat banyaknya faktor kesesuaian

pemotongan pajak, efisien waktu, keamanan, kerahasiaan, kemudahan

pekerjaan serta sosialisasi.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat
diambil kesimpulan bahwa :
1. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank
Mandiri sudah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Perpajakan.
2. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank

Mandiri sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis memberikan saran
yang dapat dijadikan masukan oleh pihak perusahaan. Adapun saran-saran yang
dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. PT Bank Mandiri(Persro)Thk untuk lebih terus mempertahankan dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan dan tetap
mengamati informasi - informasi yang terbaru mengenai perubahan
yang berlaku.

2. Pemotongan pada setiap iuran sebaiknya dijelaskan perhitungan
persentase(%) dari mana iuran tersebut dipotong.

3. PT. Bank Mandiri(Persero) Thk sebaiknya mengedukasi para karyawan
agar dapat memahami perhitungan PPh Pasal 21 sehingga karyawan
mengerti bagaimana sistematis pemotongan dan perhitungan Hak dan

Kewajiban dari karyawan itu sendiri.
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